


Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-SLF /XII/2024, Kamis 4 

Desember 2024. dalam hal ini bertidak dan untuk atas nama serta memberi 

kuasa kepada : 

1) Dr. LA ODE MBUNAI, SH., M.H.,

2) ASWAN ASKUN, SH., MH.Li,

3) SITII MARTINI, S.H., MH.,

(Nomor KTA: 22.00532 ) 

( Nomor KTA : 14.02062 ) 

( Nomor KTA: A.030.012-X.2015 ) 

4) DALILI, SH., MH., C.Med., C.LDSP. ( Nomor KTA: 20.01810 )

5) SARIFUDIN, SH. ( Nomor KTA: 17.03009 ) 

6) LA ODE AL MARDAN MOMO, SH. ( Nomor KTA: 16.10.28.311 ) 

7) MUNATSHIR MUSTAMAN, SH., M.H., (Nomor KTA: 15.01102)

8) AHMAD FATONI, S.H., M.H.,

9) M YUNUS FERDIANSYAH, S.H.,

(Nomor KTA: 16.00767) 

(Nomor KTA : 0124.A.0009) 

10) NOPIANSYAH, S.H., M,H,. (Nomor KTA:16.0456) 

11) MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H. (Nomor KTA :22.02402)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor/LAW FIRM SEMESTA 

& PARTNERS, yang beralamat di Ruko Semesta Law Firm, Jalan Moh. Kahfi 1, 

No. 27, Cipedak, Kee. Jagakarsa, Jakarta Selatan, email 

semestalawfirrn@1Jmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pemohon;

Terhadap 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA, berkedudukan di Jalan 

Pendidikan, Kelurahan Fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------Termohon;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 

perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Muna, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 
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2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 ( 

WITA ). 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah

Konstitusi".

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Muna;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Muna Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK

3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
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sejak diumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 oleh Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Muna ; 

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362

Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, yang

diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 (WITA );

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari

Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 17:35 WIB. Sehingga masih dalam

tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas,

Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Sehingga masih

dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) buruf b Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) ,

menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
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2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22

September 2024; ( Buk.ti P - 1 )

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23

September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 ;

( Bukti P- 2)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d

UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan

ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota:

Tabel I 

Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan 

No Jumlah Penduduk Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan oleh KPU / KIP 

Kabupaten/Kota 

1. � 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

dengan jumlah penduduk � 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut,

maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 5,29 % dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Muna ;
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6. Bahwa total suara sah basil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna adalah sebesar 118.086 suara,

sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah

paling banyak 5,29 % x 118.086 suara (total suara sah), atau ada selisih

sebanyak 6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak yang nyatakan

pasangan calon peraih suara terbanyak ;

7. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan telah terjadi pelanggaran dan

kecurangan luar biasa yang sangat mempengaruhi proses pemilihan

sehingga terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak

dikarenakan antara lain, yaitu:

7 .1. Bahwa calon Petahana penyalahgunaan jabatan dengan melakukan

mutasi sebanyak 2 (dua) kali, Pertama pada tanggal 6 Juni 2024 

terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, Kedua tanggal 12 Juli 2024 terjadi 

penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan 

Pemda Muna; 

7.2. Bahwa Adanya tekanan terhadap masyarakat penerima bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka, Kabupaten 

Muna yang dilakukan oleh Lurah Wasolangka; 

7.3. Bahwa Adanya baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna 

beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan 

Petahana pada masa kam panye sam pai selesai pelaksanaan 

Pemilihan baliho tersebut belum diturunkan/ ditertibkan oleh 

Termohon ; 

7.4. Bahwa telah terjadi pengerahan secara terstruktur, sistematis dan 

massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada 

semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memengkan Calon 

Petahana ; 

7.5. Adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala 

Puskesmas berperan sebagai Donatur/pendana untuk melakukan 

politik uang/bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk 

memilih Calon Petahanah; 
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7.6. Banyaknya jumlah Anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS 

yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ; 

7. 7. Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan

suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga 

merugikan perolehan suara Pemohon ; 

Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Muna yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten 

Muna merupakan Pemilihan yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan 

tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, 

Sistematis, dan Masif; 

8. Bahwa dalam beberapa putusan dalam pemeriksaan sengketa hasil

Pemilihan Kepala Daerah Gubemur, Bupati dan Walikota di Mahkamah

Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang

batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya

Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap

seluruh perkara tanpa terkecuali, dalam perkembangannya penerapan

ambang batas dimaksud dapat dikesampingkan ketika Mahkamah

Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan

digµnakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam

berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan

mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara

kasuistis ;

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016

secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April
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2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, 

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. 

Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum 

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah 

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain 

vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP­

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

97 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah 

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan 

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). 

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda 

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna

Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang diumumkan pada hari Rabu

tanggal 4 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan

pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 oleh Termohon,
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perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut: 

Tabel II 

No Nama Pasangan Calon 
Perolehan 

Suara 
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 

Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., 53.908 

MH. 

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Pemohon ) 

La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan 47.655 

Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si. 

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 

La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor 
11.563 

Dhani, S.T., M.T.I.P.M 

4 Pasangan Calon Nomor Urut 4 

Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya 4.331 

Bolombo, SH. 

5 Pasangan Calon Nomor Urut 5 

La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. 629 

Syarifuddin, M.M 

Total Suara Sah 118.086

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan 

perolehan suara sebanyak 47.655 suara; 

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi

hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024. ( Bukti P - 3), dan (Bukti P - 4 )

3. Bahwa profil Pasangan Calon nomor urut 1 Bachrun - Asrafil yang

ditetapkan sebagai Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan
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perolehan suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut: 

3.1. Bapak Drs. H. Bachrun, M.Si (Calon Bupati) yang saat ini menjabat 

sebagai Pelaksana Tugus (Plt) Bupati Muna ; 

3.2. Bapak La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati), sebagai 

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agraria Republik 

Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan 

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ; 

4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (vide Posita

angka 2) di hasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan asas 

Pemilu yang Lungsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber­

Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang 

ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan 

kedaulatan rakyat yang genuine/murni, ikhlas tetapi karena antara lain, 

sebagai berikut : 

4.1. Adanya Penyalahgunaan wewenang 

pemanfaatan program pemerintah, 

falitas Pemerintah; 

oleh Calon Petahana dan 

penyalahgunaan penggunaan 

4.2. Adanya kecurangan secara signifikan dalam mempengaruhi perolehan 

suara Calon Petahana/Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan 

dengan perolehan suara terbanyak; 

4.3. Bahwa telah terjadi pengerahan secara terstruktur, sistematis dan 

massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada 

semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memengkan Calon 

Petahana ; 

4.4. Adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala 

Puskesmas berperan sebagai Donatur / pendana untuk melakukan 

politik uang/bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk 

memilih Calon Petahanah; 

4.5. Banyaknya jumlah Anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS yang 

bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ; 
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4.6. Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan 

suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga 

merugikan perolehan suara Pemohon ; 

5. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan terjadinya selisih

6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai

pasangan dengan perolehan suara terbanyak diperoleh karena pelanggaran

yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif di seluruh wilayah

Kabupaten Muna, yang mempengaruhi proses pemilihan. Adapun rincian

jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai

berikut:

A. PENYALAGGUNAAN JABATAN CALON PATAHANA DAN PEMANFAATAN

PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON

NOMOR URUT 1 (SATU);

1) Bahwa calon Petahana dalam rangka memuluskan rancana

pemenangannya dalam Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati

Muna, telah melakukan penyalahgunaan jabatan secara berulang­

ulang dalam berbagai kesempatan, seperti melakukan memutasi

sebanyak 2 (dua) kali, Pertama pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi

mutasi 31 Pejabat Eselon II, Kedua tanggal 12 Juli 2024 terjadi

penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan

Pemda Muna. Mutasi tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri terkait,

yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh

Termohon ; ( Bukti P - 5 )

2) Bahwa terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah

dimasa/tahap kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk

pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jangung untuk 7

(tujuh) Kecamatan, yaitu

Tabel Ill 

No. Kecamatan Jumlah Bibi 

1 TONGKUNO 2.850 Kg 

2 KABAWO 2.250 Kg 
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3 KONTUKOWUNA 2.850 Kg 

4 WATOPUTE 4.500 Kg 

5 KABANGKA 9.450 Kg 

6 PARIGI 4.065 Kg 

7 BONE 1.45 Kg 

Program dimaksud dilakukan secara untuk kepentingan pencitraan 

Calon Petahana. Hal tersebut sebagai bentuk kecurangan dengan 

memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya sebagai Plt. Bupati 

Muna yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku 

( Bukti P - 6 ) 

3) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, adanya kunjungan kerja oleh

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di

Kabupaten Muna, menyelenggarakan program saluran bantuan

Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah yang dihadiri

oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna dan Forum Komukasi

Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna. Kunjungan kerja

dimaksud yang dilakukan pada masa Kampanye, Pemohon menilai

kunjungan dimaksud adanya muatan politik untuk mengarahkan

dukungan politik kepada Calon Petahana ; ( Bukti P - 7 )

4) Bahwa calon Petahana menggunakan/memanfaatkan jabatannya

untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung

untuk mendukung setiap kampanye Calon Petahana seabagai Calon

Bupati yang dilakukan kampanye diluar jadwal dan diwaktu/dalam

masa tenang menjelang hari Pemilihan. Mengalokasikan anggaran

untuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan sebagai media

publisitas untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya

sebagai Calon Bupati.
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Tabel IV 

No Keterangan Sumber Berita 

Plt. Bupati Muna Bapak Dr. htt12s: L Lkolomrakvat.comL12lt-

Bachrun, M.Si, melakukan bu12ati-muna-mutasi-3 l -
Mutasi pada Bulan Juni 

1 2024, tanpa izin Menteri. 
12ejabat-eselon-ii-enam-dina:� 

Yang dilakukan 3 bulan berganti-dan-25-kadis-tak-

sebelum Penetapan bergeserL 
Pasangan Calon oleh KPU 

Kabupaten Muna. 

Plt. Bupati Muna Bapak Dr. htt12s: L Lkeratonnews.co.id Lberit 

Bachrun, M.Si, melakukan aLmuna-rayaL21-12ejabat-
Mutasi pada Bulan Juli 

2024, tanpa Menteri. 
administrator-dan-12engawas-

2 1z1n 

Yang dilakukan 2 bulan dilingku12-12emkab-muna-

sebelum Pen eta pan dimutasi-ini-namanamanya
Pasangan Calon oleh KPU

Kabupaten Muna. 

Pendistribusian 32.000 (tiga htt12s: L Ltelisik.idLnewsL32-

puluh dua ribu) ton bibit ribu-ton-lebih-benih-jagung-: 

Jangung untuk 7 (tujuh) kuning-mulai-didistribusikan-
3 

Kecamatan, se- Kabupaten di-muna

Muna, yang dilakukan 

dalam mas a Kam pan ye 

Kunjungan kerja oleh Pj. htt12s: L Lwww.rri.co.idL daerahL 1 

Gubernur Sulawesi 054062 L12i-gubernur-sultra-

Tenggara Bapak Andap salurkan-bantuan-dan-tinjau-

Budhi Revianto di 12asar-murah-di-muna 

Kabupaten Muna, 

menyalurkan program 

4 saluran bantuan 

Pompanisasi kepada petani 

dan kegiatan Pasar Murah. 

Kunjungan kerja dimaksud 

yang dilakukan pada masa 

Kampanye. Pemohon 

menilai sangat tidak etis 
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dan adanya muatan politik 

untuk mengarahkan 

dukungan politik kepada 

Calon Petahana ; 

Calon Petahana melakukan htt12s: L Lwww.google.comLurl?sa 

kegiatan Pramuka dari =t&sou rce=we b&rct=j&o12i = E,997 

program pemerintah yang 8449&url=htt12s: L Lwww.12ubliks 

memanfaatkan jabatannya. atu.coLsultraL 1525348678Lhari 

Kegiatan tersebut terjadi -12erdana-bertugas-121t-bu12ati-

pada masa tenang m una-langsung-hadiri-
5 

menjelang hari Pemilihan. undangan-12enutu12an-giat-

12ram uka -di-kecama tan-

bone&ved=2ahUKEwjhjLgDtJaK 

AxWM9zgGHQgdGD8QFnoECB 

wQAO&usg=AOvVaw0Pvx6O6oB 

6z1S9UbDZWNbb 

5) Bahwa banyaknya pemasangan baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku

Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan

pencitraan Petahana pada masa kampanye yang dilakukan oleh

Apartur Sipil Negera dan Kepala Desa. Baliho dimaksud sampai selesai

hari pelaksanaan pemilihan diselenggarakan tidak diturunkan/

ditertibkan oleh Termohon. (Bukti P - 8 ) ;

6) Bahwa Calon Patahana memanfaatkan beberapa falitas Pemerintah

Kabupaten Muna untuk kempentingan dirinya sebagai Calon Bupati

Muna, dengan uraian sebagai berikut:
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► Bahwa Calon Petahana menggunakan Spead Boad Sangke Palangga

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk mobilitas

penyebrangan untuk melakukan kampanye-kampanye diwilayah

Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Pasir

Putih, Kecamatan Batukara dan Kecamatan Wakorumba Selatan;

( Bukti P - 9)
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► Bahwa Calon Petahana menggunakan fasilitas Rumah Jabatan

Wakil Bupati sebagai tempat penghitungan quikc count/hitung

cepat perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna

yang saat itu dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon termasuk

Sekerteris Daerah Kabupaten Muna ; ( Bukti P - 10 )

7) Bahwa terjadi pengarahan kepada masyarakat penerima Bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka sejumlah ±

200 orang dikumpul di Balai Kelurahan, dengan ancaman dan tekanan

diarahkan untuk rnernilih Pasangan Calon Norn.or Urut 1 (satu)

Bachrun - Asrafil. Apabila tidak rnengikuti arahan rnaka akan dihapus

narnanya dalam daftar penerirna bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH). ( Bukti P - 11 ) ;

8) Bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan Calon Petahana telah

terbukti rnenyalahi ketentuan Pasa 71 ayat (2) dan ayat (3) UU

10/2016 tentang Pernilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;

Ayat (2): Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan

Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan 

penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal 

penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa 

jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 

Ayat (3) : Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, 

dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan 

kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah 

sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan 

sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan 

penetapan pasangan calon terpilih. 

9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang

diajukan, rnaka beralasan hukurn dalil-dalil Perrnohonan Pemohon

untuk dikabulkan seluruhnya ;
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B. BAHWA TELAH TERJADI PENGERAHAN PEJABAT-PEJABAT ESELON

II, ESELON Ill DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN

MUNA.

1. Bahwa terjadi pembetukan tim pemenangan Calon Patahana dengan

menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai

dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah,

Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer

Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara

berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif, untuk

memenangkan dan memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun­

Asrafil. Bahwa terhadap dugaan pelanggaraan dan

kecurangan yang dilakukan oleh calon Petahana Drs. H.

Bachrun, M.Si selaku Plt Bupat telah kami laporkan ke

Bawaslu Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut :
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- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 15

Oktober 2024 dengan Laporan No : 013/LP/PB/KAB/

28.09/ 10/2024. (Bukti P - 12)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30

September 2024 dengan Laporan Nomor: 005/LP/PB/KAB/

28.09/09/2024. (Bukti P -12. 1)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30

September 2024 dengan NomorLaporan: 004/LP/PB/KAB/

28.09/09/2024. (Bukti P - 12. 2)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04

Desember 2024 dengan NomorLaporan: 030/LP/PB/KAB

/28.09/XIl/2024. (Bukti P - 12. 3)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01

Desember 2024 dengan NomorLaporan:020/LP/PB/KAB/

28.09 /XIl/2024. (Bukti P - 12. 4)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04

Desember 2024 dengan NomorLaporan :028/LP/PB/KAB/

28.09 /XII/2024. (Bukti P - 12. 5)
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- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04

Desember 2024 dengan NomorLaporan: 031/LP/PB/KAB

/28.09/XII/2024. (Bukti P- 12. 6)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04

Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 029/LP/PB/KAB

/28.09/XII/2024. (Bukti P - 12. 7)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04

Desember 2024 dengan NomorLaporan:036/LP/PB/KAB/

28.09 /Xll/2024. (Bukti P - 12. 8)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01

Desember 2024 dengan Nomor Laporan:023/LP/PB/KAB/

28.09/XII/2024. (Bukti P - 12. 9)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 02

Desember 2024 dengan Nomor Laporan :024/LP/PB/KAB/

28.09 /XII/2024. (Bukti P - 12. 10)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01

Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 021/LP/PB/KAB/

28.09 /XII/2024. (Bukti P - 12. 11)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 7

Oktober 2024 dengan Nomor Laporan: 008/LP/PB/KAB/

28.09/9/2024. (Bukti P - 12. 12)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 10

Oktober 2024 dengan Nomor Laporan: 012/LP/PB/KAB/

28.09/ 10/2024. (Bukti P - 12.13)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 10

Oktober 2024 dengan Nomor Laporan: 011/LP/PB/KAB/

28.09/ 10/2024. (Bukti P- 12.14)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30

September 2024 dengan Nomor Laporan: 006/LP/PB/KAB

/28.09/9/2024. (Bukti P - 12.15)

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 1

Desember 2024 dengan NomorLaporan: 019/LP/PB/KAB/
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28.09/XIl/2024. (Bukti P - 12.16) 

2. Bahwa adanya arahan dan terencana oleh sejumlah Pejabat ASN

kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk

melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan

uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik Calon Petahana

termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN

untuk melakukan politik uang/ money politik dengan tujuan

memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil.

(Bukti P - 13) ;

3. Bahwa adanya pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar kepada semua

Guru-Guru yang terjadi dilingkungan sekolah untuk bersama-sama

memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil.

(Bukti P - 14)

4. Menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur,

Sistemik, dan Masif hampir di seluruh wilayah Kecamatan di

Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut:
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3.1. Temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno Selatan : Adanya

peristiwa bagi-bagi uang untuk masyarakat yang masing-masing 

mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 24 

November 2024 di Desa Labasa. Pembagian uang dimaksud 

untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih 

pasangan calon nomor Urut 1 (Bachrun - Asrafil ), atas suruhan 

Kepala Desa ; (Bukti P - 15 ) 

3.2. Temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno : Adanya peristiwa 

bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing 

mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 25 

November 2024 di Desa Lakologou. Pembagian uang dimaksud 

dilakukan oleh Istri Mantan Kepala Desa Lakologou untuk 

mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan 

calon nomor Urut 1 ; (Bukti P - 16) 

Permohonan PHP Kab. Muna 



















adalah Calon Petahana, untuk menjaga netralitas dan 

independensi penyelenggaraan Pemilihan, seharusnya 

Termohon membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS 

dan anggota KPPS dari kalangan ASN dan Honorer dari 

Lingkungan Pemda Muna. Menurut Pemohon hal tersebut dapat 

menimbulkan konflik kepentingan atau sangat gampang untuk 

diarahkan Anggota PPS dan KPPS untuk mendukung atau 

kerjasama untuk memenangkan 

( Bukti P - 34) 

Calon Petahana 

1.5. Bahwa atas tindakan Termohon sebagaimana uraian angka 1.2, 

angka 1.3 dan angka 1.3 diatas, telah ajukan Laporan pada 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana tanda 

terima dokumen pengaduan/ a tau laporan dugaan pelanggaran 

kode etik penyelenggara pemilu nomor : 670/02-3/SET-

02/XII/2024 . (Bukti P - 35) 

2) Bahwa adanya temuan-temuan kecurangan yang terjadi dibeberapa

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa

kecamatan yang mengindikasikan banyak kesalahan karena Pemilih

yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara

Pemohon. Adapun rincian temuan kecurangan dimaksud, sebagai

berikut:

Tabel V 

TPS 
No Kecamatan Kelurahan/ Formulir Kejadian Khusus 

Desa 
1 LASALEPA Desa labone KPPS membatasi wajib pilih 

TPS 003 menyalurkaan hak pilihnya di 

TPS 003 Desa Labone atas 

nama WA ODE NIA umur 41 

tahun terdaftar di DPT TPS 

003. Karena, KPPS hak 

pilihnya digunakan oleh WA 

ODE NIA umur 57 tahun, 

wajib pilih yang terdaftar di 
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2 NAPABALANO 
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Kelurahan 

Tampo 

TPS 001 

DPT TPS 002 Desa Labone. 

- Panitia KPPS membiarkan

Orang Dengan Gangguan

Jiwa (ODGJ) atas nama La

Duma nomor DPT 190.

Penderita ODGJ ini tidak

a tau sedang dalam

pengampuan Rumah Sakit

Jiwa atau Panti Sosial.

- Panitia KPPS membiarkan /

memberikan kesempatan

kepada 2 (dua) orang

pemilih yang tercatat di DPT

online Kabupaten Konawe

Kepulauan untuk memilih

bupati Kabupaten Muna,

atas nama JULIANTI, Nomor

NIK 7403064805030001

dan pemilih atas nama

Mujahid denganNomor NIK:

7471040101890010

terdaftar di DPT ONLine

POASIA< Kota Kendari. 

Kedua pemilih terse but 

memilih lewat Jalur DPK. 

- Terdapat juga Pemilih yang

terdaftar di TPS 003 

Kelurahan Tampo tetapi 

memilih di TPS 001, atas 

nama HASTIERNI dengan 

Nomor NIK 

7471040101890010 
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